BAB I
PENDAHULUAN
A. LatarBelakangMasalah
Beberapa waktu yang lalu, dalam undang-undang perkawainan,[footnoteRef:2]yang mana terkait dalam usia minimal nikah yang dianggap sudah relevan lagi untuk konteks masa sekarang yakni usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria. Dalam undang-uandang pernikahan khususnya pasal tentang batasan menikah minimal usia seseorang agar boleh menikah yaitu pasal 7 ayat 1 pasal 27 ayat 1 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 (UUD 1945).[footnoteRef:3]Keputusan yang dibacakan pada 13 Desember 2018, dalam sidang pleno terbuka untuk memutuskan bahwa pasal 7 ayat 1 undang-undang sepanjang frasa “usia 16 tahun” yang mana telah berada di bidang ibadah lainya, pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikan dan di sarankan untuk ummatislam melakukan. [2: PutusanNomor22/PUU-XV/2017PerihalPengujianKonstitusionalitasUndang-UndangNomor1 Tahun1974tentangPerkawinan.]  [3: Pasal 27ayat(1)UUD1945, berbunyi:“Segalawarganegara bersamaankedudukannyadidalam hukumdanpemerintahan danwajibmenjunjung hukumdanpemerintahan itudengantidakada kecualinya.”] 

Norma yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka. Terhadap usia pernikahan bagi perempuan tidak terpenuhi hak anak perempuan sebagai  hak asasi manusia yang di jamin dalam UUD 1945.[footnoteRef:4]Yang mana telah di pertimbangankan yang mana mendasari pembatalan pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan tersebut. [4: Ibid.,59.] 

Maka[footnoteRef:5] kebijakan yang merupakan sepenuhnnya dalam kewenangan membentuk undang-undang.apapun dalam pihaknya tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.[footnoteRef:6] Dalam frasa umur 16 tahun termasuk golongan yang memuat norma dalam mengatur batasan usia, yang mana sewaktu-waktu dapat dirubah oleh pembentukan undang-undang sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan dalam perkembangan sebagai mana diatas. Undang-undang dasar 1945 juga tidak mengatur secara jelas batasan usia seorang anak yang dilarang dalam perkawinan. Atas pertimbangan tersebu, pasal 7 ayat 1 sepanjang frasa usia 16 tahun, undang-undang perkawinan tidak bertentangan dengan  UUD 1945 (konstitusional).[footnoteRef:7] [5: Putusan  Nomor 49/PUU-IX/2011Perihal Pengujian  Undang-UndangNomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor24Tahun2003tentangMahkamahKonstitusi; danPutusanNomor15/PUU-V/2007PerihalPengujianUndang-UndangNomor32Tahun2004 tentangPemerintahanDaerah.]  [6:  PutusanNomor30-74/PUU-XII/2014 PerihalPengujianUndang-UndangNomor1Tahun1974 tentangPerkawinan,]  [7: Ibid.,231.] 

Dalam hal ini, keputusan menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan merupakan kebijakan hukum yang terbukti diskriminatif atas dasar perbedaan antara hukum yang di karenakan terhalangnya pemenuhan hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan kebudayaan itu jugak  argumentasi yang tidak beralasan.[footnoteRef:8] Tidak hanya itu, ketika sesuatu normal masuk ke dalam kategori, maka norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional ataubersesuai dengan UUD 1945. [8: Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dalam artikel “Pergeseran Paradigma Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan Perempuan”, dikutip dari https://thisisgender.com/pergeseran-paradigma-putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-batas-usia-perkawinan-perempuan/.Diakses pada pukul 20:35 wib, tanggal 14 mei 2019.] 

Dalambeberapaputusanterkaittentangpembatasanumur bagi perempuan ditemukan dua ketentuandimana yangakanmenyatakan hal itu merupakan pilihan kebijakan yang  diambil oleh pembentuk undang-undang. Yaituterkaitdenganpenentuan umurdan pembentukanlembaga.Dalam keduajenisnorma tersebut menyatakandenganjelas.Hal inimerupakan pilihan kebijakanpembentuk undang-undang, maka dengan membatalkanketentuanterkait umur bagi perempuan untuk menikah di usia 16 tahun.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun menemukan beberapa permasalahan untuk dikaji lebih rinci dan lebih lanjut. Adapun beberapa permasalahan yang akan di rumuskan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana konteks penentuan batasan usia nikah pria dan wanita dalam undang-undang No. 1 tahun 1974?
2. Bagaimana relevansi ketentuan batasan minimal usia nikah dengan konteks saat ini ditinjau dalam hukum islam?
C. Tujuan Peneliti
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, selain untuk menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan, penyusun bertujuan di dalam penelitian ini ada beberapa di antara lainnya sebagai berikut:
1. Untuk memahami konteks yang terjadi pada saat pemerintahan menentukan batasan minimal usia nikah pria dan wanita dalam undang-undang No. 1 tahun 1974.
2. Untuk memahami relevansi ketentuan batasan minimal usia nikah dalam konteks saat ini yang mana di tinjau dari segi hukum islam. 
D. Mamfaat Peneliti
Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum islam, terutama terkait dengan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 khususnya dalam pembahasan batasan minimal usia kawin. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah memahami konteks penentuan batasan minimal usia kawin, memahami otentik ketentuan tersebut dan menganalisis relevansi ketentuan batasan minimal usia kawin yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawainan No. 1tahun 1974 serta kontribusinya terhadap pembangunan sosial masyarakat.
Secara praktis hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai kacamata baru dalam melihat ketentuan pasal pada undang-undang perkawainan pada No. 1 tahun 1974, bahan pertimbangan untuk revisi dan juga bisa berfungsi sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya dalam topik yang terkait.
E. Telaah Pustaka atau Landasan Teori
Makalah yangditulisolehArmayaAzmi, yangberjudul “BatasUsia MinimalDalam Perkawinan Analisisterhadap keputusan undang-undang No.1 tahun 1974,yang disampaikan padamatakuliahFilsafatHukumIslam,ProgramStudiHukum Islam tahun 2016. Armaya Azmi menggunakanteorimasalahahsebagaipisauanalisisnya dalam mengakajipermasalahanyang dibahasdalamtulisannyaini. Padakesimpulan inimenyatakan bahwa:
“Tidakadabatasantegastentang batasusiaminimal perkawinandalamperspektif hukumIslam,Al-Qurandan haditstidakmerincisecarajelastentang haltersebut,hanya mensyaratkanbaligh sebagaikesiapan secarafisik,dan juga berakalsebagaikesiapansecara mental, dalam hal ini sangat tergantung kepadaindividualpersonalnya, orangtuadan sosial, masyarakatnya dan para ulamak juga berbeda pendapat dalam memberikan batas usia ideal dalam pernikahan.
Menikahbatasusiamenjadi18tahunbagiwanita,tidak menjamin akan menyelesaikan masalah, kalau tidak menimbulkanmasalahyang baru.Usia16tahunsebagai batas minimalbukanberarti sertamertamendorong pernikahananak.sebagaimana poligamidibolehkanbukan berarti dianjurkan, akan tetapi masih diperbolehkan bagi yangdalamkeadaannyamemangmemaksa harusmenikah, untukmenghindarkanbahayayang lebihbesar,namun idealnyapernikahanadalah pada usia21tahunke atas sebagaimanatersiratdalampasal6undang-undangPernikahan,dikarenadibawah21tahunmasihsangatdiperlukanizindariorang tua untuk mengambil pertimbanganyanglebih bijaksana.”[footnoteRef:9] [9: ArmayaAzmi,“BatasUsiaMinimalDalamPerkawinanAnalisisterhadapPutusanMKNomor30-74/PUU-XII/2014”,Makalah,disampaikanpadamatakuliahFilsafatHukumIslam,ProgramStudiHukumIslam,ProgramPascaSarjanaUniversitasIslamNegeriSumateraUtara,Medan,Tahun2016,13-14.] 

“Denganadanya keputusanyang menolakmengenai batasusiapernikahandari16 tahunmenjadi18 tahun bagipihakwanita. makasamadengan melegalkan perkawinananak,karena berdasarkanUndang-UndangPerlindunganAnak. Seseorang anak yang belum mencapaiusia18tahundalamundang-undang tersebut diwajibkankepadaorang tuauntukmencegahadanya pernikahandiusia tersebut. Selainitu keputusan tersebut dinilai tidak melindungi hak asasimanusiakhususnyahakasasianakperempuanyangtelah diaturdalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.
Berdasarkan keputusan undang-undang yang mana telah terlihat dalam hukumadanyaconflictofnormatau pertentanganantarundang-undangyang satudenganyang lainnya.Sehingga dibutuhkannyasuatuupayauntukmencegah timbulnyaketidakpastian hukum terus menerus.[footnoteRef:10] [10: Ibid.,105-106.] 

Pertimbangan dalam undang-undang yang telah di uji materi pasal7ayat1dan2Undang-undangNomor1Tahun 1974 terhadap keputusan sangat jelas bahwa dalam keterangan tertulisnya mengatakanbahwaketentuanpasal7ayat1undang-undang. Pernikahanadalahsalahsatubentukkodifikasiyang disepakati mengenaibatasan persyaratan batasan pernikahan. Apabaila batas usia  minimal pernikahan di naikan, hal itu tidak menjadisuatu jaminan untukmengurangiatau menyelesaikan masalahyang timbulakibat pernikahan anak menurutpandanganIslamtentangpernikahan yang tidakadabatasannya untuk melakukan pernikahan.
“Berdasarkan pada hal-hal di atas, nampaknyabatas minimal usia nikah yang ada pada Undang-UndangPerkawinan perlu direvisi. Sebagaiacuan standar kedewasaan untukmelakukan pernikahan, dalam usia 21 tahun  bagi lelaki dan 18 tahun bagiperempuan itulah sangat patutmenjadirevisidariangka sebelumnya,yaitu19tahunbagilaki-lakidan16tahun bagi perempuan.
Dengan asumsi bahwa di usia 18 tahun seorang wanita telah melewati jenjang pendidikan SMAnya,dalam kondisi ini seorang wanitatelahpatutuntuk melangsungkanpernikahan. PendidikanSMAdirasacukupsebagaibekalseorang wanita untukmelangkahkejenjang perkawinan.Berbedadengan pria, yang manakesiapanseorang priauntukmelakukanpernikahan tidakhanyamasalahpendidikan(tamatSMA),seorang lelaki jugaharusmemilikikematanganekonomiyang dapat di indikasikandaripekerjaanyang iamiliki(pekerjaanapapun). Padausia21tahuniniseorang pria berusahamemantapkan tujuannya dan mengembangkan senseof personal identy.[footnoteRef:11] [11: Anik Lailatul Yusro, “Analisis JudicialReview Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014TentangBatasUsiaNikahBagiPerempuanPerspektifPsikologis”,Skripsi,  padaJurusanAl-AkhwalAl-Syakhsiyyah,Fakultas Syari’ah, UniversitasIslam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun2017,97-98.] 

“Argumentasihakimyang menyatakanpenentuanbatasusia minimal perkawinan bagi perempuan merupakan kebijakan hukum yang terbuktidiskriminatifatasdasarperbedaan,dikarenakan terhalangnya pemenuhanhaksipildanpolitikmaupun hakekonomi,sosial,dankebudayaanmaupunargumentasiyang tidak beralasan. Sebabjika ditelusuripersoalan sesungguhnya bukanterletak pada normanya,akantetapilebihpada kontekspenerapanatau implementasinormayang dalampraktikternyatatidaksesuaidengan asas dantujuan perkawinan. Hakimtampaknyatidak menyadari bahwa perkawinanyang dilakukanparapemohon padaperkaratersebutjustru tidak sesuai dengan batas umur minimal yang ditentukan undang-undang Pernikahanyaitu 16 tahun.”[footnoteRef:12] [12: Ibid.,Diaksespadapukul22:50,tanggal6Maret2019.] 

F. Metode Penelitian
Secaraumummetodepenelitian mendefinisikan sebagaisuatukegiatan ilmiahyang terencana, terstruktur,sistematisdanmemilikitujuantertentu baikpraktismaupun teoritis.[footnoteRef:13]Dengankata lain,adalah metodologi penelitian adalah suatu langkah danproseduryang akan dilakukandalam mengumpulkandataatau informasiempirisguna memecahkan permasalahan danatau mengujihipotesispenelitian.[footnoteRef:14] [13: J.R.Raco,MetodePenelitianKualitatif: Jenis,Karakter,danKeunggulan,(Jakarta:Grasindo, 2010),5.]  [14: Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan PenulisanSkripsi, Tesis,serta Disertasi, cet. ke-1, (Bandung:Alfabeta,2017).97.] 

1. Jenis penelitian.
Penelitian ini merupakan libraryresearch, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan melakukan kajianterhadap (berbagaimacam)literatur,dansumberlainnya.[footnoteRef:15]Dengan katalain,penelitianinimengumpulkandataatauinformasidari hasilpenelahanyang di dapatkandaribahankepustakaan yangadayang relevan dengantemapenelitianini.Yaknimengkaji Putusan undang-undang dan hukum islam, serta buku, jurnal dan peraturan perundangyangterkaitdan relevan. [15: Jonathan Sarwono,MetodePenelitian Kuantitatifdan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).18] 

2. Sifat Penelitian.
Penelitian ini bersifat deskriptifanalitik. Dalamhal ini, penelitiandeskriptifberusaha mendeskripsikanatau menggambarkan suatu objek apa adanya.[footnoteRef:16]Kemudian menganalisis objekpenelitian ituyang mana telahdideskripsikantersebut, didalamhalini adalah ke Putusan undang yang mana menggunakanteoriyangtelah ditentukan di hukum islam. [16: Etta MamangSangadji& Sopiah, MetodePenelitian:PendekatanPraktisdalamPenelitian, (Yogyakarta:PenerbitANDI,2010).24.] 

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatanpenelitianyang digunakandalampenelitianini adalah pendekatanyuridisnormatif dan pendekatan analitik. Pendekatan yuridis normatif yang maksudkan untuk mengkaji ketentuanhukumpadaobjekpenelitimelaluikeputusan undang-undang pasal 7 ayat 1. Sedangkan pendekatananalitik adalah menganalisis dari segi hukum dan objek kajian berlandaskan pada teoriyangtelah ditentutkan dalam penelitianini.
4. Sumber Data Penelitian
Sumber data dalampenelitianiniterdiridaridata primer dan data sekunder.

a. Data Primer
Dataprimerdalampenelitianinimencoba menganalisis ketentuan pasal 7 ayat 1 dalam undang-undang No.1 tahun 1974, maka yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Ketentuan usia minimal kawain pada undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan batasan minimal kawwin adalah 19 tahun bagi laki-laki, dan bagi perempuan 16 tahun. Yang mana dianalisis melalui perspektif hermeneutika. Dan beberapa karya Fuqaha’ seperti fathulqarib, fathulwahhab, fathulmu’in.
b. Data Sekunder
Data sekunder dalampenelitianiniadalah berbagai macamliteraturyang berkaitandenganobjekpenelitian. Baikberupa keputusanhukum islam,jurnal,buku,undangan maupun karyailmiah lainnya. Salah satunya adalah karya Armaya Azmi dalam makalahnya .“BatasUsiaMinimalDalamPerkawinanAnalisisterhadapPutusanMKNomor30-74/PUU-XII/2014”. Dan Al-Qarari, “Tazwijal-Banat li tis’ sininbaynalNafywaalI’sbat.

5. Teknik Pengumpulan Data
Dalampenelitianini,penyusunhanya menggunakanteknik pengumpulan data melaluistudikepustakaan atau literatur. Yaitu, data yang diperolehdengancara membaca,mempelajari,mengkajidan menganalisisdata baikdaridata primer maupundata sekunder. Yakni ke Putusan undang,bukuyang relevan, dan jurnal yangterkait.
6. Analisis Data
Adapunanalisisdatayang digunakandalam penelitianini adalah pendekatan kualitatif dengancara menguraikan datayang telahdihimpunsecara deskriptifdansistematis,kemudiandi olah secara analitis dan mendalam. Dalam hal ini, data yang telah dikumpulkandari  ke Putusanundang-undang dan juga yang berada di dalam buku yang relevan,jurnaldanperaturanundang-undang yang terkait, dideskripsikan secara sistematis, kemudian dianalisis untuk memecahkan permasalahanyangtelah ditentukan.
G. Sistematik Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam beberapababyang memilikisub-subtertentu.Masing-masingbabitu saling berkaitansatusamalainnya,sehinggamembentukrangkaian kesatuan pembahasan, sebagai berikut:
Bab I berisipendahuluanyang memberikangambaranataulatarbelakang tentang temapenelitianyang diangkat.Bagianpendahuluanini meliputi:latar belakang,rumusan masalah,tujuan dan kegunaan penelitian,telaahpustaka,metode penelitian dan sistematikapembahasan.
Bab II berisiKajian Teori  yang berisi Perkawinan presfektif hukum Islam dan Pembahasan Perkawinan prespektif Undang-undang No. 1 tahun 1974
Bab III berisipembahasanmengenaiketentuan batasan usia nikah bagi pria dan wanita dan pembahasan mengenai ketentuan batasan usia nikah prespektif hukum Islam dan faktor yang mempengaruhi masyarakat melaksanakan pernikahan dibawah umur
Bab IV berisi analisis pembahasan meliputi; Substansi pasal 15 KHI konteks perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam undang undang No. 1 tahun 1974, relevansi ketentuan batasan minimal usia nikah dengan konteks saat ini ditinjau dalam hukum Islam.
Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulanberisijawabandarirumusanmasalahyangdiangkat danpoin-poinpentingyang terdapatdalampenelitian.Sedangkan saran  merupakan  rekomendasi, refleksi dan kritik dari penulis terkaithasilpenelitian.
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BAB II
KAJIAN TEORI
A.  Perkawinan Prespektif Hukum Islam
1. Pengertian Perkawinan 
Sebelum mengurikan perkawinan menurut undang undang NO.1 Tahun 1974,kiranya perlu menguraikan perkawinan menurut islam. 
Perkawinan adalah sinonim pernikahan,dengan kata asal nikah (bahasa arab) yang dalam segi bahasa bermakna, himpunan, berkumpul,bersenggama dan akad.[footnoteRef:17] Imam Muhammad bin Qasim juga menjelaskan di dalam kitabnya bahwa Nikah menurut bahasa ialah; bermakna berhimpun dan berhimpun.”[footnoteRef:18]Pengerang kitab Fathul Mu’in juga berpendapat bahwa; Nikah menurut segi bahasa dimutlakkan atas makna berhimpun bersetubuh dan akad.[footnoteRef:19] Sedangkan menurut istilah atau syara’; Nikah adalah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh dengan menggunakan lafatInkah dan semacamnya.[footnoteRef:20] [17: Taqiyyuddin Abi Bakar, Kifayatul Akhyar  ( Nur Asia), Juz II, hlm.36.]  [18:  Muhammad bin Qasim, Syarah Fathul Qarib(Nur Asia), hal.43.]  [19:  Zainuddin bin Abdul Aziz, Fathul Mu’in(Mahkota Surabaya), hal.98.]  [20:  Zakariya al-Anshari, Fathul Wahab (Darul Ihya’), jilid II,hlm.33..] 

Arti nikah menurut ahli fiqih ialah akad yg diatur oleh agama islam untuk memberikan terhadap pria hal memiliki penggunaanterhadap faraj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk kenikmatan sebagai tujuan primer.[footnoteRef:21] Sulaiman rasyid menyebutkan bahwa Ta’rif perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya bukan muhrim.[footnoteRef:22] [21: Poerwadarminta, Kamus Logat Kecil Bahasa Indonesia, (Pustaka Pelajar), hlm.51.]  [22:  Sulaiman Rasyid, Fiqh Islami (CV.Baru: Bandung), hal.403.] 

Dari beberapa definisi perkawinan diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu: 
1. Perkawinan mengandung unsur akad, perjanjian dan semacamnya antara orang laki dan orang perempuan.
2. Perkawinan merupakan jalan (pintu) untuk bolehnya dua manusia yang berlainan jenis melakukan hubungan badan.
3. Dalam perkawinan antara pihak pria dan wanita harus tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda.
4. Perkawinan merupakan anjuran agama Islam melaksanakannya adalah ibadah.
2. Hukum Pernikahan
Menurut sebagian besar Ulama’, hukum asal menikah adalah mubah, yang artinya boleh dikerjakan dan boleh tidak. Apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Namun menurut saya pribadi karena Nabiullah Muhammad SAW melakukannya, itu dapat diartikan juga bahwa pernikahan itu sunnah berdasarkan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Beliau. Akan tetapi hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh bahkan haram, tergantung kondisi orang yang akan menikah tersebut.

a. Pernikahan Yang DihukumiSunnah
Hukum menikah akan berubah menjadi sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun meteriil dan mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah. Sebagaimana sabda Rasullullah SAW :
“Wahai para pemuda, jika diantara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat memelihara kelamin (kehormatan); dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi penjaga baginya.” (HR. Bukhari Muslim).
b. Pernikahan Yang Dihukumi Wajib
Hukum menikah akan berubah menjadi wajib apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut ingin menikah, mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun meteriil dan ia khawatir apabila ia tidak segera menikah ia khawatir akan berbuat zina. Maka wajib baginya untuk segera menikah.



c. Pernikahan Yang Dihukumi Makruh
Hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental maupun meteriil dalam menafkahi keluarganya kelak
d. Pernikahan Yang Dihukumi Haram
Hukum menikah akan berubah menjadi haram apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut bermaksud untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, baik menyakiti jasmani, rohani maupun menyakiti secara materiil.[footnoteRef:23] [23:  Depag, fiqhTasyri’ (jakarta: Depag, 1997), hlm.11.] 

3. Peminangan (Khitbah)
Pertunangan atau bertunang merupakan suatu ikatan janji pihak laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan mengikuti hari yang dipersetujui oleh kedua pihak. Meminang merupakan adat kebiasaan masyarakat Melayu yang telah dihalalkan oleh Islam. Peminangan juga merupakan awal proses pernikahan. Hukum peminangan adalah harus dan hendaknya bukan dari istri orang, bukan saudara sendiri, tidak dalam iddah, dan bukan tunangan orang. Pemberian seperti cincin kepada wanita semasa peminangan merupakan tanda ikatan pertunangan. Apabila terjadi ingkar janji yang disebabkan oleh sang laki-laki, pemberian tidak perlu dikembalikan dan jika disebabkan oleh wanita, maka hendaknya dikembalikan, namun persetujuan hendaknya dibuat semasa peminangan dilakukan. Melihat calon suami dan calon istri adalah sunat, karena tidak mau penyesalan terjadi setelah berumahtangga. Anggota yang diperbolehkan untuk dilihat untuk seorang wanita ialah wajah dan kedua tangannya saja.
Hadist Rasullullah mengenai kebenaran untuk melihat tunangan dan meminang:
"Abu Hurairah RA berkata,sabdaRasullullah SAW kepada seorang laki-laki yang hendak menikah dengan seorang perempuan: "Apakah kamu telah melihatnya?jawabnya tidak(kata lelaki itu kepada Rasullullah).Pergilah untuk melihatnya supaya pernikahan kamu terjamin kekekalan." (Hadis Riwayat Tarmizi dan Nasai).
Hadis Rasullullah mengenai larangan meminang wanita yang telah bertunangan:
Dari Ibnu Umar RA bahawaRasullullah SAW telah bersabda: "Kamu tidak boleh meminang tunangan saudara kamu sehingga pada akhirnya dia membuat ketetapan untuk memutuskannya". (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim(Asy-Syaikhan).
4. Syarat Pernikahan 
a. Rukun nikah
1). Pengantin laki-laki
2). Pengantin perempuan
3). Wali
4). Dua orang saksi laki-laki
5). Mahar
6). Ijab dan kabul (akad nikah)

b. Syarat calon suami
1. Islam
2. Laki-laki yang tertentu
3. Bukan lelaki muhrim dengan calon istri
4. Mengetahui wali yang sebenarnyabagiakad nikah tersebut
5. Bukandalam ihram haji atauumroh
6. Dengankerelaansendiri dan bukanpaksaan
7. Tidakmempunyaiempat orang istri yang sahdalamsuatuwaktu
8. Mengetahuibahwaperempuan yang hendakdinikahiadalahsahdijadikanistri
c. . Syaratcalonistri
1. Islam
2. Perempuan yang tertentu
3. Bukanperempuanmuhrimdengancalonsuami
d. Bukan seorang banci
4. Bukandalam ihram haji atauumroh
5. Tidakdalam iddah
6. Bukanistri orang
e. .Syaratwali
1. Islam, bukan kafir dan murtad
2. Lelaki dan bukannyaperempuan
3. Telahpubertas
4. Dengankerelaansendiri dan bukanpaksaan
5. Bukandalam ihram haji atauumroh
6. Tidakfasik
7. Tidakcacatakalpikiran, gila, terlalutua dan sebagainya
8. Merdeka
9. Tidakdibatasikebebasannyaketimbangmembelanjakanhartanya
10. Sebaiknyacalonistriperlumemastikansyarat WAJIB menjadiwali. Jikasyarat-syaratwaliterpenuhiseperti di atasmakasahlahsebuahpernikahanitu.Sebagaiseorangmukmin yang sejati, kitahendaklahmenitikberatkanhal-halyagwajibsepertiini.Jikatidak, kitahanyaakandianggaphidupdalamberzinahanselamanya.
f. Jenis-jeniswali
1. Walimujbir: Walidaribapaknyasendiriataukakekdaribapa yang mempunyaihakmewalikanpernikahananakperempuannyaataucucuperempuannyadenganpersetujuannya (sebaiknyaperlumendapatkankerelaancalonistri yang hendakdinikahkan)
2. Waliaqrab: Waliterdekat yang telahmemenuhisyarat yang layak dan berhakmenjadiwali
3. Waliab’ad: Wali yang sedikitmengikutisusunan yang layakmenjadiwali, jikalauwaliaqrabberkenaantidakada. Waliab’adiniakandigantikan oleh waliab’ad lain dan begitulahseterusnyamengikutsusunantersebutjikatidakada yang terdekatlagi.
4. Wali raja/hakim: Wali yang diberihakatauditunjuk oleh pemerintahataupihakberkuasa pada negeri tersebut oleh orang yang telahdilantikmenjalankantugasinidengansebab-sebabtertentu.
g. Syarat-syaratsaksi
1. Sekurang-kurangyadua orang
2. Islam
3. Berakal
4. Telahpubertas
5. Laki-laki
6. Memahamiisilafalijab dan qobul
7. Dapatmendengar, melihat dan berbicara
8. Adil (Tidakmelakukandosa-dosabesar dan tidakterlalubanyakmelakukandosa-dosakecil)
9. Merdeka
h. Syaratijab
1. Pernikahan nikah inihendaklahtepat
2. Tidakbolehmenggunakanperkataansindiran
3. Diucapkan oleh waliatauwakilnya
4. Tidakdiikatkandengan tempo waktusepertimutaah(nikah kontrakataupernikahan (ikatansuamiistri) yang sahdalam tempo tertentuseperti yang dijanjikandalampersetujuan nikah muataah)
5. Tidaksecarataklik(tidakadasebutanprasyaratsewaktuijabdilafalkan)
ContohbacaanIjab:Wali/wakil Waliberkatakepadacalonsuami:"Akunikahkan Anda dengan Diana Binti Daniel dengan mas kawinberupaseperangkapalat salat dibayartunai".
i. Syaratqobul
1. Ucapanmestilahsesuaidenganucapanijab
2. Tidakadaperkataansindiran
3. Dilafalkan oleh calonsuamiatauwakilnya (atassebab-sebabtertentu)
4. Tidakdiikatkandengan tempo waktusepertimutaah(seperti nikah kontrak)
5. Tidaksecarataklik(tidakadasebutanprasyaratsewaktuqobuldilafalkan)
6. Menyebutnamacalonistri
7. Tidakditambahkandenganperkataan lain[footnoteRef:24] [24:  Imam Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar (alharomain: 2005), hlm.36-60.] 

Contohsebutanqabul(akandilafazkan oleh bakalsuami):"Akuterimanikahnyadengan Diana Binti Daniel dengan mas kawinberupaseperangkapalat salat dibayartunai" ATAU "Akuterima Diana Binti Daniel sebagaiistriku".
Setelah qobul dilafalkan Wali/wakil Wali akan mendapatkan kesaksian dari para hadirin khususnya dari dua orang saksi pernikahan dengan cara meminta saksi mengatakan lafal "SAH" atau perkataan lain yang sama maksudya dengan perkataan itu.
SelanjutnyaWali/wakil Waliakanmembacadoaselamat agar pernikahansuamiistriitukekal dan bahagiasepanjangkehidupanmerekasertadoaituakandiAminkan oleh para hadirin. Bersamaanitu pula, mas kawin/maharakandiserahkankepadapihakistri dan selanjutnyaberupacincinakandipakaikankepadajaricincinistri oleh suamisebagaitandadimulainyaikatankekeluargaanatausimbolpertaliankebahagiansuamiistri.Aktivitasiniditeruskandengansuamimenciumistri.Aktivitasinidisebutsebagai "Pembatalan Wudhu".Inikarenasebelumakad nikah dijalankansuami dan isteriitudimintauntukberwudhuterlebihdahulu.
Suamiistri juga dimintauntuk salat sunat nikah sebagaitandasyukursetelahpernikahanberlangsung. Pernikahan Islam yang memangamatmudahkarenaiatidakperlumengambil masa yang lama dan memerlukanbanyakaset-asetpernikahandisamping mas kawin,hantaranataumajelisumum (walimatul urus)yang tidakperludibebankanataudibuang.
5. Tujuan Perkawinan
Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memerhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam. Tujuan perkawinan menurut Islam dalah sebagaimana menurut Rasulullah, yaitu membina hidup rumah tangga bahagia, menjaga kehormatan, mengikat persaudaraan, dan menjauhkan diri dari penyelewengan sahwat. Beberapa tujuan diambil dari hadits
ومن تزوجها لمالها لم يزده الله تعالى إلا فقرًا ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله تعالى إلا دناء ومن تزوج امرأة ليغض بصره ويحصن فرجه ويصل رحمه فإن ذلك منة وبورك له فيها وبارك الله لها فيه (رواه ابن حبان)
Artinya: barang siapa yang menikah dengan perempuan karena hartanya, maka Allah akan menjadikan fakir, Barangsiapa yang menikah dengan perempuan karena keturunannya, maka Allah akan menghinakannya. Tetapi barang siapa menikah dengan perempuan agara lebih dapat menundukkan pandangannya, membentengi nafsunya atau untuk menyambung tali persaudaraan, maka Allah akan memberikan barokah padanya dengan perempuan itu dan kepada perempuannya diberikan barokah karunianya. (HR. Ibnu Hibban).[footnoteRef:25] [25:  M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam, (al-Ikhlash: Surabaya,1993), hlm.23. ] 

Dr. MikdadYaljan dalam bukunya “Al-Baitul Islami” menyebutkan bahwa tujuan dan hikamah nikah adalah sebagai berikut:
a. Perkawinan itu merupakan pangkal ikatan kemasyarakatan
Dari perkawinan akan tersusun keluarga, dari keluarga akan terciptra ikatan antara keluarga, antara suku, antar kelompok, antar bangsa. Hikmah dari perkawinan Rasulullah SAW antar suku adalah teciptanya ikatan antar suku tersebut, sehingga terciptalah saling hormat diantara mereka. Islam menganjurakanantra suku ummatnya saling mengerti dan saling mengenal antar suku dan antar bangsa. Allah berfirman:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات/13
Artinya: Hai Manusia  kami menciptakan kamu laki-laki dan wanita lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu adalah orang yang paling bertaqwa. (QS. 49 : 13).

Perkawinan merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan sifat saling mengenal dan saling menghargai Rasulullah mengajarkan hendaknya seorang tidak menikah dengan familinya sendiri. Karena apabila ikatan perkawinan itu putus, akan berakibat putusnya pula ikatan keluarga itu. Keterkaitan didalam keluarga adalah keterkaitan antar individu, antar suami/istri dan anak-anaknya, dengan mengorbankan peraaan perseorangan demi kesatuan dalam keluarga. Seorang suami bersedia memikul tanggunga jawab yang dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari dengan rasa senang dan semangat yang menyala-nyala, karena ia menyadari bahwa pa yang ia kerjakan itu bukan untuk keoentingan dirinya, tetapi untuk orang-orang yang ia cintai, yaitu istri dan anak-anaknya.
Rasa kesatuan dalam masyarakat akan menumbuhakan semangat dan cinta terhadap sesama. Sifat ini akan mendorong seseorang berani berkorban dalam  menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Menurut para ahli, bahwa sikap rela berkorban lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga. Sesorang yang sudah berkeluarga merasa bahwa pengorbanan yang ia lakukan bukan hanya untuk pribadinya sendiri melainkan pengorbanan bagi anak dan istrinya. Dengan kata lain bahwa sekalipun orang terkait dengan kesulitan yang  meminta pengorbanan pribadinya, maka ia akan berfikir dengan panjang lagi. Sebab pengorbanan pribadinya akan berpengaruh bagi masa depan keluarganya, dengan kata lain bahwa keluarganya akan ikut jadi korban. Inilah sebagai bukti keterkaitan sesorang yang sangat kuat dengan keluarganya sebagai hasil perkawinan. 
b. Perkawinan Bertujuan untuk Memenuhi Kebutuhan Biologos dan Psikologis
Allah menciptakan manusia yg dilengkapi dengan sifat sifat biologis dan pesikologis semua kebutuhan itu harus terpenuhi ,sebab kalau tidak terpenuhi akan berakibat terjadinya kelainan kelainan pada diri seseorang tersebut .diantara sekian banyak kebutuhan tersebut salah satunya adalah kebutuhan seksual.kebutuhan seksual ini menempati urutan ketiga setelah kebutuhan makan dan minum.
Dorongan kebutuhan seksual antara sesorang dengan yang lainnya, menempati tingkatan yang berbeda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor-faktor biologis dan individu yang bersangkutan bahkan ada pula orang yang tidak mempunyai hasrat seksual sama sekali, sehingga orang tersebut menolak untuk kawin menurut ajaran islam, keenggana untuk tersebut bukan hanya didasarkan pada kepentingan individu saja, tetapi juaga mengingat kepentingan masyarakat. Sesorang yang tidak kawin, dihawatirkan akan terjerumus kedalam kehidupan maksiat. Allah telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan. Dengan demikian bahwa perkawinan itu sendiri telah merupakan sunnatullah dan sunnatulislam.
Selain sebagai kebutuhan biologis, perkawinan juga merupakan kebutuhan psikologis. Apabila kebutuhan psikologis seseorang tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh pula terhadap aktifitas fisik. Dampak negatifnya bisa berupa tekanan bathin (stres), kelainan sikap dari kebiasaan normal dan sebagainya. Untuk mengurangi dorongan seksual dapat dilakukan dengan jalan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat memberikan rangsangan atau mengurangi makanan yang dapat menambah dorongan tersebut.
Menurut tuntunan Islam, jalan terbaik adalah melalui pernikahan atau perkawinan, tetapi bagi orang yang belum mampu untuk kawin, maka dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Allah berfirman: 
وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم/21]
Artinya : dan di antara tanda tandakekuasaanya,ialah dia menciptakan untuk istri istri dan jenismu sendiri ,supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikanya di antara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya ygdemiakian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum ygberfikir,(Q.S 30:21)
Ketentraman batin dan kasih sayang di rasakan seseorang didalam perkawinan merupakan kepuasan pesikologisyg tidak didapat diluar  perkawinan ketentramaninibukanlah seperti ketentraman yang diperoleh seseorang karena terlepas dari bermacam kesulitan,dan bukan pula ketentramanyg diperoleh benda bendayg menyenangkan tetapi ketentramanyg diperoleh karena kepuasan hati yg ditandai cinta ikatan.suami istri berbeda dengan ikatan cinta antara teman ikatan cinta antara suami istri mengandung rahasia yg hanya Allah sajalahygmengetahuinya.bagi orang orangyg menghayati danta tanda kebesaran allah akan merasakan bahwa perkawinan betul betul merupakan ikatan keduaahataiyg menyatu sedangkan hubungan tanpa pernikahan secara syara”hanaya merupakan hubungan lahiriah saja tetapi hati dan persaanya tetap berpisah.denagn sendirinya hubungan yg demikian itu tidak akan dapat menciptkan kebahagiaan yg sebenarnya.
Dengan demikian kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan itu merupakan sunntulisalmyg sesuai dengan fitrah manusia Allah berfirman:
سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ [يس/36]
Artinya; Maha suci AllAHyg telah menciptakan berpasang pasangan sesuatu ygdihasilakan oleh bumi ,dari mereka dan dari apa apayg mereka tidak tahu.(Q.S 36: 36).
من أحب فطرتى فليستسن بسنتى وإن من سنتى النكاح (البيهقى ، وابن عدى عن أبى هريرة)
Artinya :barangsiapayg menyukai fitrahku maka ia harus mengikuti sunnahku,dan salah satu sunnah adalah kawin”.
Ajaran islam sesuai fitrah dan hukum alam. Hukum Islam merupakan ketentuan yg diletakkan AllAH pada alam ini dan itulah sunnatullah.
c. Perkawinan Bermanfaat Agar Orang Terhindar Dari Penyakit.
Para dokter dan ahli medis berpendapat bahwa hubungan diluar pernikahan dapat menyebabkan penyakit yg berbahaya , yaitupenyakitsiphinis atau raja singa.penyakitinisangat sulit pencegahanya sehingga para dokter dianjurkan agar para tunasusiala memeriksa setiap minggu.walaupun dalam pelaksanaanya mengalami kesulitan,karena para tunasusila itu melakukan provesinayasetiaphari jadi mereka mengadakan penularan penykit itu secara terus menerus.akhirnya apa ygdlakukan oleh para dokter dan ahli medis amerika itu mengalami kegagalan walaupun pelaksanaanyadibawah naungan UU .islam dengan ajaran kemanusiaanyadebgan tegas melarang hubungan jenis diluar pernikahan. Sebagai mana Allah melarang para pemuda dan pemudi yg baik baik untuk kawin dan pezina .Allah berfirman; 
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور/3]
Artinya;’laki laki yg berzina tidak mengawini melainkanperempuanyg berzina ygmusyrik,dan perempuan yg berzina tidak dikawini oleh laki l;akiyg berzina ygmusyrik,dan demikian itu diharamkan atas orang orangyg mukmin “.(Q.S ;24;3) 
Perkawinan dengan tunasusiala dapat pulamenimbulkan penyakit pada keturuan sejak semula islam telah melarang ziana dengan sendirinya telah menutup segala kemungkinan bagi berkembangnya penyakit raja singa lain halnya undang undan yg dibuat oleh manusia yg hanya bersifat mengurangi dari kemungkinan penularan dengan kata lain mereka memperbolekan zina,setelah kemudian penyakit tersebut terjangkit,menular dan landa sebagian besar penzina,barulah mereka berusaha mengobatinya sesungguhnya Allah telah memberikan peraturan yg terbaik bagi manusia,dia telah tau apa yg cocok bagi manusia karena ialah yg menciptakan manusia besaerta alam semesta ini Allah berfirman;


أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ [الملك/14]
Artinya ;’apakah Allah( yg menciptakan itu tidak mengetahui yg kamu lahirkan dan kamu rahasiakan) dan dia maha halus dan maha mengatahui,”. (QS.67;14).
Perkawinan itu merupakan peraturan atau penentuamkemsyarakatanyg sangat baik  itulah undan undang samawi yg telah mengharamkan hubungan tanpa nikah secara syara sebagian para pemuda dan pemudi mengangkap bahwa hubungan bebas tanpa nikahmerupakan hal yg mereka kehendaki mereka berpamdanganyg demikian karena mereka msih dalam usia muda .tetapi apabila melewati masa muda itu ,maka baru meynyadari bahwa pandangan yg demikian sangatlah berbahaya ,baik terhadap individu meupun masyarakat .apabila seseorang tidak mebemukan jalan untuk mengekang nafsu sahwatnya ,maka akan merasakan tidak adanya ketenagan .hilangnya ketengan dan kesetabilan ini akan mendorong seseorang untuk untuk memuaskan nafsu seksualnya itu d penuhi ,maka dia akan merasa kecewa seolah olah ditipa mala petaka .dia akan diperbudak oleh wanita wanitayg tidak bermoral. Dengan demikian hilanglah ketinggian nilai niali kemanusiaan ,berubah menjadi fitnah ygmenjerumusakankelembah kehinaan . ajaran yg menjaga dan melindungi kesehatan ,baik kesehatan fisik maupum akhlak dan kepribadian. Islam merupakan ruuuh bagi manusia dan cahaya bagi kehidupan baik individu ataupun bermasyarakat ygmengamntarkan manusia menuju kehudupanyg bernilai tinggi.

d. Perkawinan Untuk Kesenangan
Perkawian itu bukanlah semata mata beban yg berat tapi juagamempunyaikenikamatan dan kesengan. Islam menganjurkan untuk mencari kesenangan ,karena kesenangan akan mendoron seseorang untuk giat terus menerus bekerja serta rela berkorban hanya saja islam memberikan ketentuan agar dalam mencari itu tdak melanggar batas batasyg telah ditentukan.Allah SWT. Berfirman;
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ [الأعراف/32]
Artinya; Katakanlah,siapayg mengharamkan perhiasan dari ALLAH yg telah di keluarkannya untuk hamba hambanya ,rizkiyg baik katakanlah semuanya itu (disediakan ) bagi orang orangyg beriman dLm kehidupan dunian,khusus untuk mereka saja diharikiamat (QS.7 ; 32). 
« الدنيا متاع. وخير متاعها المرأة الصالحة ». أخرجه مسلم ، والنسائي.
Artinya ;dunia ini adalah kesenagan ,dan sebaik baiknya kesenangan adalah wanita ygshilehah
e. Perkawinan Untuk Mendapat Keturunan
Untuk memenuhi kebutuhan seseorang karena sifat manusia yg melihat gambaran dirinya terlukis pada diri anaknya seorang anak menjadi pewaris dan melanjutkan keturunan. Jadi dapat d tarik suatu kesimpulan bahwa anak jugak merupakan prhiasansepertihalnya harta ,pangkat dan kedudukan Allah berfirman;
الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا [الكهف/46]
Artinya; harta dan anak anak adalah perhiasan kehidupan dunia;(QS.18 ; 46).
Bersenang senang perhiasan dunia mudah,selama kita tetap menunaikan hak hak ALLAH dan hambanya.
Untuk menjaga kelangsungan kelangsungan hidup dibumi ini,demikemakmuaran alam semesta . Allah menciptakan manusia dan menyuruhnya kawin mempunyai tujuan agar kehidupan ini berlangsung terus.rosulullah bersabda ;
تناكحوا تكثروا ، فإنى أباهى بكم الأمم يوم القيامة (عبد الرزاق عن سعيد بن أبى هلال مرسلاً)
Artinya; Saling kawilah kamu,agar kamu saling menurunkan keturunan, dan saya merasa bangga dengan banyak ummatdiantara kamu dihari kiamat.
f. Perkawinan Sebagai Pelaksana Ajaran Islam
Barang siapa yg menghindari perkawinan berarti dia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya,rosululloh bersabda yang Artinya; Barang siapa yg mampu untuk kawin tetapi ia tidak kawin maka ia buakan dari golonganku.[footnoteRef:26]Dari beberapa tujuan diatas maka betapa mulianya suatu prkawinan bagi manusia. [26: Dr.MikdadYaljan, Al-Baitul Islami (Bandung: Pustaka Pelajar,2002), hlm.56.] 

6. Usia Ideal Pernikahan 
Islam adalah agama ygmulti dimensi dimanaislam mengatur segala sesuatu yg berlanjut dan berjalan d muka bumi ini termasuk pengaturan perkawinan .bila diperhatiandairiprkawinan itu sendiri sebagai mana disebutkan diatas, bukan hany semata mata untu memenuhi kebutuhan seksual belaka,akan tetapi di dalamya terkandung makna cinta kasih  sayang serta hakikat yg harus dilanjutkan dengan penuh kecintaan dan tanggung jawab. 
Selanjutnya timbul pertanyaan ;
Kapan seorang atau umur berapakah  dikatakan dewasa untuk melakuan pernikahan  menurut islam.?
Menurut prof. M .hasbiassiddiqy ‘’ didalam hukum islam tidak ada pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan ‘tidak ada nashygQat’iy baik dalam qur’an maupun hadis yg memberikan nahsygshaheh , umur berapa seseorang itu dianggap dewasa seseorang dianggap dewasa apabila sdah cukup mengatur kepentingannya , terutama mengeanai hartanya dan alain lain .dalam hukum islam ,seseorang pandai dalam mengatur harta kekayaanya dan lain lain.[footnoteRef:27]Dalam Hukum Islam seseorang yang pandai dalam mengatur harta kekayaan dan lain-lain disebut ‘RUSY’’ walaupun dia masih muda dan bodoh dalam soal agama.[footnoteRef:28] [27:  Mohammad ja’far, Perkawinan-perkawinan Dalam Islam (malang: Arabiyah Sunan Ampel:1978), hlm.40.]  [28:  Aziz Mashuri, Masalah Keagamaan (Surabaya: Dinamika Press, 1977), hlm.7.] 

Sedangkan menurut Dr. H.Ali akbar dalam bukunya “merawat cinta kasih”:
	Umur yg baik untuk membangun rumah tangga,wanita berumur 18-20 tahun, pria berumur 25 tahun keatasdan menurut jumhur ulama’umur yg baik melangsungkan suatu prkawinan yaitu 15 tahun baik peria maupun wanita,dan imam hanafi menetapkan 18 tahun untuk pria dan untuk wanita sudah berumur 17 tahun.[footnoteRef:29] [29:  Ali Akbar, Merawat Cinta Kasih (Pustaka Antara, 1877), hlm.38.] 

Setelah memprhatikan beberapa pendapat dan para ahli hukum islam ,maka dapat dipahami bahwa dalam agama isalam tidak disebutkan dengan tegas umur bebetrapa seseorang layak melaksanakan perkawinan ,hanya saja d tetapkan agar perkawinan itu dilaksanakan bila calon mempelai telah matang ,mampu,baikfisik,maupun mental sesuai dengan sebuah hadistrosululloh SAW.
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ
Artinya ; wahai para pemuda ,barang siapa diantara kalian telah sanggup kawin ,maka hendaklah kawin, karena sesungguhnyanyaperkawinanitu dapat memelihara pandangan mata dan kehormatan dan barang siapa ygblum mampu maka hendaklaah dia berpuasa sebab puasa itumerupkanyentang baginya (HR.Bukhori).[footnoteRef:30] [30:  Imam Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar (alharomain: 2005), hlm.37.] 

B. Pembahasan Tentang Perkawinan Prespektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974
A. Pengertian Umum Tentang Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974
Berkenaan dengan mutlak adanya undang undang perkawinan, aneka ragam hukum perkawinan dan ass asas perkawinan ,dalam undang undang No. 1 tahun 1974 secara umum dijelaskan sebagai berikut ;
1. Mutlak adanya undang undan perkawinan 
Bagi suatu negara dan bangsa  seperti indonesia mutlak danya undang undang perkawinan nasional sekaligus menampumgprisipprisip dan memberikan landasan hukum perkawinan  yg selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku terhdap golongan dalam masyarakat kita.
2. Aneka ragam hukum perkawinan yang ada di indonesia
Dewasa ini,( sebelum berlaku undang undangNo .1 tahun 1974 )berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut;
a. Bagi orang orangindonesia asli yang beragama islam berlaku hukum agamayang telah dilesiplir dalam hukum adat 
b. Bagi orang orangindonesia asli lainya berlaku hukum adat :sebab sebab lainya yang perlu mendapaykan pendapat dari hakim pengadilan.
c. Bagi orang orangindonesia asli  yang beragama kristen berlaku huwelijksordonnantiechristenindonesia ( S 1933 NOMOR 74);
d. Bagi orang timur asing cina dan warga negara indonesia keturunan cina berlaku ketentuan ketentuan kitab undang undang hukum perdata dan sedikit perubahan ;
e. Bagi orang orang timur asing lain lainya dan warga negara indonesiateturunan timur asing lainya ter sebut berlaku hukum adat mereka .
f. Bagi orang orangeropa dan negara indonesia keturunan eropa dan yg di samakan dengan mereka berlau kitab undang undang perdata .
3. Undang-undang Perkawinan Mewujudkan Prinsip-Prinsip yang Terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945
Sesuai dengan landasan falsafah pancasila dan undang undang dasar 1945,maka undang undang ini disatufihak harus dapat mewujudkanprinsipprisipyg terkandung dalam panca sila dan undang undang dasar 1945,sedangkan dilain fihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur unsur dan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaan itu dari yang ber sangkutan.
4. Asas-asas dan Tujuan Perkawinan
a. asas perkawinan 
Dalam undang undang ditentukan prinsip prisip atau asas asas tentang perkawinan dan segala sesuatu yg berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman .asas asas atau prinsip prinsip yang tercantum dalam undang undang ini.
b. tujuan perkawinan.
Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yg bahagia dan kekal. untuk itu suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masingmasing dapat mengembang kan kepribadianyamembantudan mencapai kesejah teraan spiritual dan material.


       c.asas monogami 
undang undang ini mengandung asas asasmonogami;hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkanya ,seorang suami dapat beristri lebih dari seorang ,namun demikian perkawinan seorang suami lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak pihakyg bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratantertentu dan diputuskan oleh pengadilan .
d. Prinsip Perkawinan 
Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
e. Mempersukar terjadinya perceraian 
Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan. 
B. Dasar Perkawinan (Pasal 1 s/d 2)
1. Definisi Perkawinan
Perkawinan iyalah ikatan lahir batain antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.
2. Syarat Sahnya untuk Perkawinan 
Pasal 2 ayat 1 UUP menetapkan bahwa perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut masingmasing agamanya dan kepercayaan itu. Dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan diluar hukum masingmasing agamanya dan kepercayan itu. Sesuai dengan undang undang dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masingmasing agamanya dan kepercayaanya itu termasuk ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku pada golongan agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang undang ini.
C. Syarat-syarat Perkawinan (pasal 6 s/d 12)
1. Syarat-syarat untuk Dapat Melangsungkan Perkawinan.
Untuk dapat melangsungkan perkawina secara sah ,harus dipenuhi syarat syarat perkawinan yang di tegaskan dalam pasal 6 UUP yaitu ;
(1) Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
Ditetapkanya syarat syarat persetujuan kedua mempelai oleh  karena itu perkawinan mempunyai maksut agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yg kekal dan bahagia,dan sesuai dengan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari sebelah pihak manapun.
Ketentuan dlampasl ini,tidak berarti mengurangi syarat syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekrang berlaku ,sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalm undang undang ini sebagai mana maksud dlam pasal 2 ayat (1) tahun 1974  undang undangperkaw inan yang telah di sebutkan diatas.
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mendapat umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.
(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atua dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setalah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini.
(6) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Selanjutnya dalam pasal 7 UUP ditegaskan hal-hal yang berikut:
a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan. 
b. Dalam hal penyimapangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dengan berlakunya Undan-undang ini maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat 1 seperti diatur dalam kitab Undang-undang hukum perdata dan Ordonasiperkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 No 74) dinyatakan tidak berlaku.
c. Ketentuan-ketentuan mengenahi keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalma pasal 6 ayat 6.
2. Larangan Perkawinan 
Menurut pasal UUP, perkawinan dilarang antara dua orang yang ;
a. Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan kebawah atau keatas.
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antraseorng dengan saudra orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. Behubungan semenda, yaitu mertua ,anak tiri, menantu dan ibu/ atau bapak tiri.
d. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari sendiri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
e. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
f. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorng suami beristri lebih dari seorang.
g. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
Menurut pasal 9 UUP seorang yang msih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali jika;
1) Mendapat izin dari pengadilan (berdasarkan pasal 3 ayat (2) UUP yang disebutkan di atas.)
2) .dengan alasan bahwa istri (pasal 4 UUP):
a. Tidak dapat menjalankan kewjiban sebagai istri;
b. Mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan;
c. Tidak dapat melahirkan keturunan.
Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi stu dengan yang lain dan berceri lagi dengn yang lainnya, maka diantara mereka tidak boleh di langsungkan perkawinan lagi;sepanjang hukum masingmasing agamanya dan kepercayaanya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (pasal 10)
Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agarsuami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar benar dapat di pertimbang kan dan dipikirkan msak masak.
Ketentuanan ini dimaksudkan mencegah tidakan kawin cerai berulang kali, dehingga suami maupun istri benar benar saling menghargai satu sama lain.
Adapun seorang wanita yang putus perkawinanya berlaku jangka waktu tunggu ( pasal 11 ayat 1 ),sedangkan waktu jangka waktu tunggu tersebut masih akan di atur dalam peraturan pemerintahan lebih lanjut (pasal 11 ayat 2).
Demikian tatacara pelaksanaan perkawinan, menurut pasal 12 UUP diluar dalam peraturan perundangan tersendiri. 
Ketentuan pasal 12 UUP ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang Undang  No.32 tahun 1954 tentang penetapan Undang Undang tentang pencatatan nilkah, talak dan rujuk diseluruh luar jawa dan madura.[footnoteRef:31] [31:  Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,1986), hlm.224-231.] 









BAB III
PEMBAHASAN 
	
A. Ketentuan Batasan Usia Nikah Bagi Pria dan Wanita 
Sesuai dengan intruksi presiden No. 1 Tahun 1991, yang mana keluarlah kompilasi hukum islam, yaitu suatu himpunan bahan-bahan hukum islam dalam suatu buku atau lebih tepatnya himpunan kaidah islam yang disusun secara sistematik dan selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal yang lazim yang digunakan dalam peraturan perundangan.
Jika jumhur ulamak tidak menetapkan batasan usia pernikahan dalam islam, atau calon pasangan sama-sama baligh, maka undang-undang No 1 tahun 1974 secara tegas memberikan batasan usia minimala untuk menikah. Pada pasal 6 ayat 2 undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan,  untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Kemudian pasal 7 ayat 1 dinyatakan perkawainan hanya di izinkan apabila pihak seorang pria mencapai umur 21 tahun dan pihak seorang wanita mencapai 19 tahun.[footnoteRef:32] Dan di tegaskan lagi dengan mengacu terhadap pasal-pasal di atas. Pada pasal 15 ayat 1 dinyatakan, untuk kemaslahatan keluarga dan reumah tangga pernikahan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurangnya dii bawah usia 20 tahun dan calon istri berusia 18 tahhun. [32:  Republik indonesia, undang-undang pernikahan dan kompikasi hukum islam (cetakan : I, bandung citra umbara, 2007).5.] 

Dalam menjelaskan pasal 7 ayat 1 bahwa pentapan batsan usia menikah adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan yang mana harus menetapkan batasan-batasan umur untuk pernikahan.[footnoteRef:33] Alasan tersebut berimplikasi pada maksud tan tujuan tertentu yang mana pembatasan usia menikah minimal untuk mewujudkan pernikahan yang biak dan sehat, dan juga menjaga lajunya angka kelahiran nasional.[footnoteRef:34] Sementara itu pasal 15 ayat 1 jugak tidak jauh berbeda dengan undang-undang pernikahan, yaitu didasarkan kepada kepentingan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. [33:   Penjelasan pasal 7 ayat 1 undang-undang pernikahan]  [34:  Supriadi, wila chandrawila. Perempuan dan kekerasan dalam pernikahan,(bandung ; mandar maju, 2001).80] 

Berdasarkan pada penjelasan diatas tersebut nampak bahwa ketentuan batasan umur pernikahan didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip yang ditetapkan oleh undang-undang pernikahan maupunoleh agama, bahwa salon suami dan istri itu harus sudah memiliki jiwa dan raga yang matang dalam mewujudkan tujuan pernikahan tersebut baik secara tanpa berakhir pada penceraian serta mendapatkan ketuirunan yang baiak dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawainan antara calon suami dan istri dalam cukup umur.[footnoteRef:35] [35:  Achamd ichsan, hukum perkawinan bagi yang beragama islam, cet. Ke 1 (jakarta: pradnya paramita, 1986).42.] 

 Kebijakan pemerintahan dalam menetapkan batasan minimal usia perkawainan itu tentenya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini agar kedua belah pihak benar sudah siap matang dalam pernikahan dari segi fisik, dan mental. Dalam undang-undang pernikahan. Undang-undang pernikahan mengatur pembatasan usia minimal boleh nikah ini melihat perhitungan pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang sudah matang dari segi fisik maupun mental, dan kematangan emosi merupakan aspek  yang sangat pentimng untuk menjaga kelangsungan pernikahan keberhasilan rumah tangga ini sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Agar mengerti apa tujuan pernikahan tersebut, dan kemana arah pernikahan itu yang akan dibawa. Aturan pembatasan usia nikah diciptakan berdasarkan asas kematangan calon mempelai meski demikian dalam keadaan yang sangat memaksa pernikahan dibawah umur jiga bisa dilakukan dengan itsbat hakim. Hal ini di atur dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “ untuk memperllangsungkan pernikahan seseotang yang belum mencapai umur 20 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”.[footnoteRef:36] [36:  Pasal 7 ayat 2 berbunyi: “dalaam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”] 

Dapat dipahami bahwa usis pria untuk mencapai nikah yaitu 20 tahun dan perempuan 18 tahun yang mana tidak akan bertentangan dengan pasal 6 ayat 2, dan sebagai mana  konsekuensinya tercerminkan dari pasal 7 ayat 2 dan 3. Dan Dalam kenyataan pelanggaran bisa terjadi kaarena ada dispensasi darai pengadilan ataupun pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orangbtua pihak pria dan perempuan. Akan tetapi  dapat di pahami bahwa melangsungkan pernikahan dibawah batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang yang mana pelanggaran akan dihukum sebagai  perundangan yang berlaku. 
Akan tetapi meskipun disebut pelanggaran terhadap undang-undang sangsi bagi pelanggaran tersebut tidak hanya sekedar dengan denda saja, dan inilah titik kelemahan hukum keluarga di indonesia khususnya pada hukum pernikahan, sehingga banyak penyimpangan. Akibat banyak pihak yang berbeda pada posisi lemah dan terpojok maka tidak dapat dibela kepentingannya secara umum, dan pihak yang paling kuata dapat leluasa berbuat tampa ada sangsi hukum. Inilah kelemahaan undang-undang pernikahan yang belakangan ini dikritik oleh banyak kalangan agar dilakukan revisi atau perbaikan.
Sebagaimana yang dikutip Andi Samsu Alam, peunoh daly menawarkan sesbuah solusi bahwasanya untuk memperkecil pintu pemberian izin dalam dispensasi tersebut maka hendak mentri agama membuat sebuah peraturan untuk memperkecil dan memperketat syarat pemberi izin dalam usia dari 16 tahun, demikian pula pencatatan nikah terhadap seseorang pemuda dilakukan ketika ia telah menunjukkan bukti bahwa ia mempunyai pekerjaan sebagai mana di dapatkan dari sumber penghasilannya. Melalui lembaga sebagai himbauan untuk memberi pengetahuan tentang peraturan tentang undang-undang pernikahan.[footnoteRef:37] [37:  Lihat Syamsul, Andi Alam, usia ideal memasuki dunia pernikahan; sebuah ikhtiar memwujudkan keluarga sakinah, kencana mas; bandung 2005.68] 

Akan tetapi Andi Alam berbeda pendapat dengan pemikiran diatas bahwasanya pemikiran atau solusi yang ditawarkan tersebut relatif bersifat inklusif dan elastis, akan tetapi mengarah kepada proses yang tidak praktis, oleh karena itu diperlakukan sosialisai antara lembaga. Dilihat dari efekttifitas pelaksanaan hukum, maka calon suami istri telah melakukan pernikahan, akan tetapi dari segi usia melanggar hukum ketentuan uandang-undang, dengan itu maka sangsi dapat dituntut untuk dijatuhkan pada saat pencatatan. Jika pernikahan itu berlangsunng karena tradisi kawin paksa, maka sangsi pelanggaran terhadap usia nikah sesuai ketentuan ketentuan undang-undang pernikahan yang baaru kelak dibebankan kepada orang tua dengan membayar denda sebanyak Rp.10.000,000,- dan denda tersebut kurang lebih penjara 6 tahun penjara.
B. Ketentuan Batasan Usia Nikah Persepektif Hukum Islam
Mayoritas masyarakat indonesia menganut agama islam. Mereka menganggap bahwa agama adalah hukum pertama yang harus dijumjumg tinggi dari pada peraturan perundang-undangan yang hanya dibuat oleh manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Khoiruddin bahwa terdapat dualisme hukum ditengah masyrakat indonesia[footnoteRef:38] apabiala agama menyatakan keabsahan suatu tindakan hukum maka masyrakat tidak perlu mempermasalahkan karena tidak terkait  dengan dosa. [38:  Khoitul hidayah, dualisme hukum pernikahan di indonesia.89] 

1. Pandangan Ulama’ Klasik Tentang Ketentuan Batasan Usia Menikah
Berkait dengan usia nikah didalam islam terdapat aturan pada usia beberapa seseorang dapat menikah. Jadi meskipun masih anak-anak bahkan balita sekalipun akad nikah tetap sah. Para ahli fikih sepakat bahwa bapak berhak menukahi anaknya baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil[footnoteRef:39]. Imam abu hanifah juga mengatakan bahwa pernikahan anak yang masih kecil atas ijin walinya adalah sah.[footnoteRef:40] [39:  Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusd al Qurtuby al Andalusy, bidayah al Mujtahid wa Nihaya al Muqtashid Juz II (surabaya: hidayah,tt).5]  [40:  Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman al Dimasyqy al’ Utsmani al Syafi’I, Rahmah al ummah fi Ikhtilaf al Aimmah (surabaya :hidayah,tt).27] 

Ulam fikih tidak ada yang menyatakan bahwa batasan usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT menetapkan masa iddah bagi istri kanak-kanak yang di ceraikan itu 3 bulan. Dalam firman Allah Q.S ath-Thalaq (05): 4 yang berbunyi;
والئى يئسن من المحيض من نسائكم إنارتبتم فعدتهن ثلثة أشهر والئى لم يحضن
“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid.”
Ayat ini berbicara mengenai masa iddah (masa menunggu) bagi perempuan-perempuan yang sudah menopause dan bagi perempuan-perempuan yang belum haid. Yang dimaksud dengan perempuan yang belumhaid dalam ayat diatas adalah al-shagirat (gadis kecil yang masih dibawah umur). Ayat diatas sekaligus menegaskan kebolehan saghirah yang belum mencapai usia haid untuk dinikahi.
Fuqaha’ juga menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan saghirah untuk “digauli” ialah kesiapan untuk melakukan “aktivitas jima’” (wath’i) berikut segala konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan dengan menyusui yang ditandai dengan tibanya masa pubertas. Atau dalam ungkapan yang lebih santun, meminjak istilah al-Qarari:
أما الوصف الصحيح لهذه العلة فهو بلوغ البنت الصغيرة الكهال الجسدي
	“hingga si gadis mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik”[footnoteRef:41] [41:  Al-qarari, “Tazwij al-Banat li tis’ sinin bayn al Nafy wa al I’sbat lihat dalam yusuf hanafi “kontroversi pernikahan anak dibawah umur Child Marriage persepektif fikih Islam, Ham Internasiaonal, Dan undang-undang Nasional”,(bandung, mandara maju. 2011).11-12] 

Jika melihat pemikiran ulamak klasik (salaf) seperti Maliki, Syafi’i, Hambali, Dan Hanafi, mereka tidak mensyaratkan mumayyiz ataupun kedewasaan bagi calon mempelai. Bagi merak yang berakil dan baligh saja sudah cukup. Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan tetapi di damping kenyataan bahwa tidak adanya ayat al-Qur’an yang secara jelas mengatur tentang batasan usia nikah, karena Nabi dinikahkan dengan Aisyah oleh Abu Bakar saat Aisyah berusia enam tahun dan digauli setelah ia berusia sembilan tahun. Hal ini ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhaily dalam bukunya, “Al-fiqhu al-Islamiy wa adillatuhu” dengan mengutip pernyataan langsung Aisyah (dari buku Nailu al-Authar; 6/120) sebagai berikut:
تزوجني النبى وأنا ابنة ست وبني ابي وأناابنة تسع أخر جه البخري ومسلم أبو داود ونسائ
“Nabi menikahi saya ketika usia saya enam tahun dan beliau menggauli ketika usia sya sembilan tahun”. (H.R. al-Bukhari, Abu Daud dan an-Nassa’i)
Ulama’ fiqih klasik mensyaratkan seseorang yang akan menikah telah baligh yang digunakan adalah kematangan fisik yakni menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi seorang laki-laki. Ulam’ fiqih klasik atau tradisional menafsirkan ayat dalam al-Qur’an dan jugak praktik Rasullullah SWA. Saat dirinya menikahi Siti Aisyah R.A yang masih berusia enam tahun secara tekstual. Oleh sebab itu kelompok ulam klasik memperkenankan pernikahan anak yang masih dibawah umur dengan pemahaman yang kaku.
2. Pandangan dari pakar hukum islam kontemporer terhadap batasan usia dalam pernikahan
Dari sudut pandang yang berbeda dari ahli-ahli fiqih tradisional, para hukum islam kontemporer memandang perlunya terobosan hukum. Sehubungan dengan legalitas pernikahan anak dibawah umur. Mereka beranggapan bahwa kelompok tradisional terlaku kaku dalam menafsirkan ayat al-qur’an dan juga praktik Nabi Muhammad SAW saat menikahi Aisyah RA yang masih berumur enam tahun. Akibatnya kaum tradisional memperkenankan pernikahan pernikahan anak dibawah umur dengan dasar pemahaman yang literal. Dan juga sebaliknya kaum kontemporer berupaya untuk menggagas pemahaman yang lebih fleksibel terhadap ayat dan hadits[footnoteRef:42] menyikapi akad pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah RA yang kala itu masih anak-anak, pakar hukum islam kontemporer berpendapat bahwa hal itu tidak bisa dijadikann sebagai sandaran dan dasar penentuan batasan usia nikah dengan  alasan-alasan berikut. Pertama, pernikahan tersebut  merupakan perintah Allah SWT, sebagai mana dinyatakan sendiri oleh Rasul SAW: [42:  Yusuf Hanif kontroversi pernikahan anak dibawah umur, persepektif fiqih Islam, HAM internasional, dan uu nasional, (bandung, Mandar Maju,2002).65] 

)أريتك فيالمنام مرتين اذارجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذهامرأتك(
“Saya melihat wajahmu (aisyah) dalam mimpi sebanyak dua kali. Malaikat membawamu dengan kain sutra nan indah, dan ia mengatakan bahwa ia adalah istrimu” (HR Bukhari dan Muslim).

Kedua, Rasul SAW sendiri sebenrnya tidak berniatan untuk berumah tangga, jikalau bukan karena desakan para sahabat lain yang diwakili oleh Khaulaah binti Hakim yang masih merupakan karabat Rasul SWA.  Mereka melihat betapa Rasul SAW setelah kewafatan istri Khadijah RA, sangat membutuhkan pendamping dalam mengemban misi dakwah Islam.
Ketiga, pernikahan Rasul SAW dengan Aisyah RA mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaan.
Para hukum Islam kontemporer melihat bahwa agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas pernikahan dibawah umur, namun juga tidak pernaha menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi fisik, mental dan hah anak. Adapun pernikahan historis Nabi SAW dengan Aisyah RA itu diposisikan sebagai suatu eksepsi (pengucalian) dan kehususan yang mengusung tujuan dan hikmah ketentuan dalam agama.
Pendapat ulama’ konterporer terdapat batasan usia pernikahan lebih kontruktif melihat sampai waktu menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik, tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa. Dengan melihat persoalan batasan usia pernikahan dari berbagai sumber pandangan dengan demikian, pernikahan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik, tetapi kematangan psikologis, sosial agama , bahkan kematangan intelektual.  Kematangan usia dalam pernikahan idiealnya merupakan akumulasi dari semua aspek sehingga seseorang dianggap siap untuk hidup berumah tangga.
Menurut Charlotte Buchler, psikis manusia itu mengalami perkembangan dari masa bayi sehingga masa tua. Klasifikasi perkembangan psikis manusia mecakup: 1). Masa anak-anak, mencakup masa bayi, 2). Masa pubertas atau adolesensi, 3). Masa dewas, 4). Masa tua. Menurut Buchler matangnya kejiwaan manusia secara normal terhadap masa pertumbuhan manusia biasanya hal itu terjadi pada usia dewasa, bukan pada usia anak atau remaja yang cenderung egoseentris, karena pada usia ini manusia bisa berfikir dan menngerti dan menganalisa secara maksimal. Hal ini sangat berkaitan dengan pernikahan yang sifatnya bukan asal-asalan belaka, perlu pemahaman kesabaran dan kematangan berfikir dalam menghadapi segala cobaan rumah tangga. Menurut Johab Anos Comenius, anak tidak boleh dianggap sebagai orang dewasa yang sebagai manaa berbeda dengan waktu dan pengalaman yang dilewati.
Dari bebarapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dengan tujuan memmbina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan penuh rahmah tersebut bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Oleh karena itu perlu kematangan fisik dan psikis yang harus dimiliki calon mempelai.
C. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melaksanakan Pernikahan Dibawah Umur

Kadang kita jumpa pola pikir masyarakat yang dianggap kurang serasi dengan tujuan hukum indonesia yang termanifasi dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan kompilasi hukum islam. Bagi masyarakat yang masih memegang erat tradisi menikah anaknya yang masih dibawah umur. Selintas tampaknya tradisi tersebut tidak terlalu menyimpang dari ajaran yang mereka anut, karena pemahaman masyarakat memaknai dewasa akil baligh sering kali tidak semata-mata hanya dilihat dari segi usianya. Bahkaan masyarakat di desa terkesan masih agak kurang peduli dengan usia anaknya.
Batas dewasa akil baligh dalam pengertian mereka, apabila dilihat bentuk tubuhnya yang besar dan bisa membantu beban keluarga dalam mencarai pekerjaan maka mereka dianggap sudah mapu untuk melaksanakan pernikahan. Biasanya di kalangan masyarakat tersebut ketika terjadi pernikahan dibawah umur tidak langsung dicatatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dalam masyarakat seperti itu banyak dikalangan istilah “kawin sirri”. Namun pernikahan semacam itu sudah di anggap sah menurut hukum islam, akan tetapi belum sah menurut hukun undang-undang pernikahan, karena  akan dianggap sah suatu pernikahan dalam undang-undang jika pernikahan di anggap sah oleh agama dan sah menurut undang-undang dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi ketika pasangan suami istri yang menikah dibawah umur tersebut sudah dewasa dan memenuhi kriteria umur yang telah di tentukan oleh undang-undang  pernikahan, yakni umur  18 tahin bagi perempuan dan 20 tahun bagi laki-laki akan dilakukan penyempurnaan akad nikah yang kemudian akan diajukan kepada pihak yang wajib yaitu Kanator Urusan Agama (KUA) agar pernikahan tersebut sah menurut undang-undang pernikhan disamping itu sah menurut agama.
Untuk merubah suatu pola pikir masyarakat seperti itu memeng sangatlah tidak mudah, akan tetapi bukan berarti tidak harus diupayakan penanganannya. Perangkat kaidah hukum sebagai sarana yang dapat menjadi salah satu jalan penunjang metode perubahan hukum masyarakat tersebut.
Dari penjelasan di atas, dapat di ambil lebih lanjut beberapa indikator yang sekurangnya dalam ikut mendukung dalam tingkat kepatuhan dan ketaatan warga masyarakat akan kaidah hukum. Beberapa diantaranya missalnya tingkat sosial ekonomi keluarga, tara pendidikan yang pernah di alami anggota keluarga tersebut, serta pemahaman  akan norma-norma hukum yang berlaku dan juga kaidah yang lain, adapun faktor utama mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur diantaranya sebagai berikut;
a. Faktor Ekonomi
Tinggi rendahnya angka pernikahan dibawah umur sengatlah di pengaruhi oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Maka tidak heran bila pernikahan di usia muda biasanya terdapat di daerah perdesaan yang relative tertinggal secara ekonomi. Oleh karena itu banyak orang tua yang menyerahkan dan bahkan mendorong anaknya  untuk mempercepat pernikahan walaupun usianya belum cukup untuk melakukan suatu ikatan pernikahan. Karena orang tua yang perekonomiannya yang realita rendah dan tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan anaknya untuk melanjutkan pendidikana kejengjang yang lebih tinggi, sehingga banyak anak yang putus sekolah.
b. Faktor Pendidikan
Tingkat pendidikan merupakan faktor paling utama dalam masyarakat untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih mapan. Oleh karena itu semakin tinggi dan semakin mobilitas masyarakat sosialnya tersebut.
c. Sosial Budaya
Suatu kondisi budaya masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap sebuah tradisi kebudayaan di wilayah tersebut, yaitu apakah budaya tersebut akan tetap dijalankan atau sudah memulai ditinggalkan oleh karena itu masukan budaya-budaya yang lainnya mempengaruhi tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Walaupun proses sebuah penerimaan budaya luar tidak selali dilewati dengan jalan muda dan langsusng dapat diterima oleh masyarakat setempat, akan tetapi bila perubahaan dapat diterima kedudukan tradisi dan budaya luar, maka dengan sendirinya buday luar itu akan menjadi sebuah tradisi yang akan diikutkan dan dijalankan oleh masyarakat setempat.Begitu juga sebaliknya sebuah budaya yang sudah ada sejak nenek monyang mereka terdahulu akan sulit untuk ditinggalkan atau di gaantikan dengan budaya lain. Walaupun bisa proses perubahan akan terasa sulit dan akan memakan waktu yang sangat lama sekali.











BAB IV
ANALISIS PEMBAHASAN
A. Substansi Pasal 15 Komnpilasi Hukum Islam ( KHI ) konteks  Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan Bagi Laki-Laki Dan Perempuan dalam undang undang No 1 tahun 1974.
Perkawinan itu adalah pangkal ikatan kemasyarakatan,dari perkawinan tersusun keluarga, dari keluarga tercipta ikatan antara keluarga antara sukuantar kelompok,antar bangsa. Hikmah dari perkawinan rosululloh SAW. Antar suku adalah terciptanya ikatan antar suku tersebut,sehinggalah terciptanya saling hormat diantara mereka. Islam menganjurkan antara suku ummatnya saling mengerti dan saling mengenal antara suku dan antara bangsa.
Dalam islam, kecakapan hukum merupakan patuhan seorang untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan serta kepatutan seseorang dinilai dari perbuatanya sehingga  berakibat hukum, hukum agama maupun negara yang mana kepatuhan dalam hukum sangatlah diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Dan kecakapan hukum disini berkaitan dengan “ahliyah al-wujud“ (kemampuan memiliki dan menanggung hak) sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk berbuat hukum secara utuh dan dalam istilah fiqh disebut ahliyah al-ada ( kemampuan memelihara kewajiban atas dirinya dan hak orang lain ) oleh karena usia baligh  bagi pria dan wanita yaitu ketika seseorang siap untuk menikah  dalam keadaan jasmani dan rohaninya telah sangat masak dan seorang pria sudah siap bertanggung jawab terhadap seorang wanita ( istrinya) maka setidaknya kedua insan akan mempunyai masadepan yang baik dalam kemapanan kehidupanya secarakemsyarakatan.
Perkawinan merupakan suatu tindakan yang besar, karena membawa konsekkuensi dan tanggung jawab yang sangat luas dan berat. Oleh sebab itu, perlu adanya peraturan perundang undangan yang mengatur hal hal terkait dengannya. Salah satu peraturan perundang undangan di indonesia yang mengatur perkawinan iyalah khi. KHI merupakan respons pemerintah terhadap keresahan masyarakat akibat beragamnya tafsir dan keputusan PA untuk suatu kasus yang sama. Tujuannya adalah unifikasi hukum. Adanya KHI dapat memudahkan kerja para hakim PA dan pihak pihak lain yang mencari rujukan hukum.
 Untuk konteks indonesia, KHI dapat di nilai sebagai akumulasi dari persilangan intensif dan dialog interaktif antara pemahan konteks tual hukum islam dan kecarifan lokal masyarakat indonesia dan seluruh darah daging kebudayaanya, dalam alngkaps kenegaraan indonesia yang berdasarkan pancasila UUD NRI 1945. Dalam hal perkawinan, perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki laki dan perempuan termasuk permasalahan yang sering dibahas dalam beberapa tahun terakhir di indonesia. Pasal 15 ayat (1) KHI  menjelaskan (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 undang undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang kurangnya berurumur 19 tahun dan calon istri sekuang kurangnya berumur 16 tahun.
Pasal tersebut mengisaratka bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan ketentun ini yaitu kemas lahatan parenting          (mental; spriritual, finansial dan fisikal) keseimbangan sosial,serta tanggung jawab perkawinan.dapun penjelasan secara rinci adalah sebagai berikutr;
1. Kemaslahatan persenting ( mental,spiritual,finansial dan fisikal)
Pertimbangan kemaslahatan dalam pasal 15 ayat (1) ini sejalan dengan pasal 7 (1) UU No. 1 tahun 1974 .tentang per kawinan yang mempunyai prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secera baik tampa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yg baik dan sehat adanya perbedaan batas usia minimal perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki laki dan 16 tahun bagi perempuan bila dilihat dari aspek spiritual, spikis dan memtal telah mengandung nilai maslahat bagi keduanya bagi laki laki, dengan adanya batas minimal 19 tahun yang mana lebih tinggi daripada batas minimal bagi perempuan ya’ni 16 tahun, diharapkan fisik suami lebih tangguh dan kuat karena ia adalah kepala Keluarga yang nantinya yang akan menjadi tulang punggung dan orang yang harus melindungi keluarga. Tidak hanya itu, psikis dan mental suami dan juga istri pada batas usia minimal masing masing diharap sudah dewasa dan matang, karena dalam mengarungi batra rumahtangga, keduanya harus saling bahu membahu untuk bisa mengendalikan segala lika liku dan badai dalam perjalanan rumahtangganya. 
2. Keseimbangan sosial.
Dalam hal ini, dengan dibedakanya batasan usia minimal perkawinan bagi laki laki dan perempuan,diharapkan dapat dibangun hubungan keharmonisa dalam keluarganya. Dalam keluarganya.pasalnya tidak sedikit terjadi permasalahan, keduanya akan meninggikan masing masing dan cendrung menang sendiri. Bahkan bila perkawinan tersebut dilakukan oleh mempelai yang belum dewasa, maka keharmonisan keluarga akan sulit terbangun, mengingat emosi keduanya masih labil, gejolak darah muda yang tinggi, serta pola fikir yang belum matang.
3. Tanggung jawab perkawinan. 
Adanya perbedaan batas usia minimal perkawinan laki laki dan perempuan jugak di dasarkan atas perhatian terhadap beratnya tanggung jawab dalam perkawinan. Meski antara suami istri memiliki tanggung jawabnya masing-masing, namun tanggung jawab suami terhadap keluarganya bisa di bilang lebih besar dari pada tanggung jawab istri. Hal itu karena suami ditempatkan sebagai kepala rumah tangga, sehingga ia di tuntut lebih cakap dari istrinya. Misalnya dalam kemampuan mencari nafkah, bila usia suami lebih rendah dari istrinya, maka di hawatirkan tanggung jawabnya akan terbengkalai, mengingat belum banyaknya pengalaman yang telah di alaminya. 
Adapun kewajiban memberikan nafkah keluarga diserahkan kepada suami karena dialah orang yang pertama kali bersentuhan dengan usaha dan pencaian riski. Masalh perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan ini, tidak serta merta menjadikan laki-laki lebih berkuasa atau bahkan mendiskriminasi perempuan. Karena sejatinya dengan perbedaan ini lah menjadikan suami dan istri harus saling tolong menolong dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing demi menghujutkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Bukan hanya itu , di aturnya batas usia minimal perkawinan justru untuk melindungi hak-hak perempuan, karena tak sedikit dari hukum adat yang memperbolehkan perempuan untuk  menikah di usia yang masih muda.
B. Relevansi Ketentuan Batasan Minimal Usia Nikah Dengan Konteks Saat Ini Ditinjau dalam Hukum Islam.
Dalam pembentukan hukum islam  ( fikih ) tidak hanya melihat teks al quran dan al sunnah semata, namun mempertimbangkan tempat dan kondisi sosial yang ada. Oleh sebab itu,untuk menjembatani edialisme teks yang sifatnya setatis dengan realitas emperis yang sifatnya dinamis, diperlukan sebuah exploetasi kemampuan dalam menggali sebuah hukum yang dalam islam disebut ijtihat. Bila melihat dalam al quran dan al sunnah maka tidak ditemukan aturan tegas tegas terkait batas usia minimal seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan, apa lagi perbedaan batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan. Nash hanya menjelaskan secara gelobal bahwa kedua mempelai harus sudah dewasa (al rushd). Maka dari itu, diperlukan sebuah ijtihat dengan menggunakan metodologi usul al-fihq, salah satunya adalah maslahah mursalah. Marsalah mursalah walau pun tidak pernah di singgung secara terang-terangan dalam nash namun sesuatu yang di anggap sebagai kemaslahatan bagi semua manusia, maka sesuatu itu di sahkan dan di anggab menjadi produk rukun islam. Dizaman moderen ini, banyak orang yang kemudian di anggab memanfaatkan maslahah untuk berpaling bersariat. Ditanbah lagi kaum moderenis yang memulai memanskan bahwa sistem peradaban moderen    (barat). Lebih mampu kebutuhan-kebutuhan zaman sekarang dari pada sistem peradaban yang dimiliki oleh islam. Oleh karenanya, ditengah tengah suasana yang demikian itu.sa’id al ramadan al buti pada tahun1965. Berusaha membatasi kembali cara pengguanan konsep maslahah beliau mengeluarkan teori maslahah dalam kitabnya yang berjudul Dawabitalmaslahah fi al syari’ah al islamiyyah.
Dalam hal perbedaan antara laki laki dan perempuan,al buti berpendapat bahwa Allah swt menciptakan hambanya,baik  laki laki maupun perempuan itu sesuai dengan kehendaknya. Yang mana memberikan kepda mereka sifat sifat dan tbiat tabiat tersendiri. Allah swt mengetahui kesenangan kaum perempuan itu berbeda dengan kesenangan laki laki. Yang mana berbeda dengan sifat dan kelebihan perempuan. Oleh karena itu, di bedakan aturn aturn sesuai dengan perbedaan tabiat dan kecintaan kepada mereka.
Dengan diberlakukanya KHI, dapat dinilai sebagai jawaban berbagai problematika dalam islamdengan melihat dan keadaan budaya masyarakat indonesia.Dengan begitu, batasan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki laki dan 16 tahun untuk perempuan merupakan bagian dari pada hukum islam yang dihasilkan melalui ijtihad oleh para ulama’ indonesia sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat indonesia, karena tidak pernah dijelaskan tegas dalam nash al Qur’an dan al sunnah.
Begitupun dengan al buti, beliau berpendapat bahwa tidak ada pembahasan secara khusus terkait menikah pada usia muda dalam nash dan ijmak, yang ada adalah penggabungan antara menikahnya anak yang belum balligh dan perawan, atau perawan saja. Dalam hal perbedaan patas usia minimal perkawinan, beliau berpendapat bahwa usia bukanlah menjadi kriteria khusus (‘illah) bagi penetapan hukumperkawinan. Beliau mencontohkan dengan tidak adanya ketentuan usia bagi seorng istri yang hendak menikah, yang menjadi pengaruh pada aspek hukumnya ialah perawan. (al baqoroh).
Secara eksplisit,adanya pembedaan dalam pasal 15 KHI tersebut adalah demi terwujudnya pepastian hikum serta tercapainya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga suami istri. Yang mana dalam skripsi ini difokuskan dalam teori ini  said ramadan al buti. Bliau merupakan ulam’ kontemporer dan menjadi salah satu ulam’ rujukan tingkat dunia. Untuk bisa dinilai maslahah hakiki, maka al buti membatasinya dengan lima syarat.
Berdasarkan hasil analisis peneliti terkait liama syarat sesuatu dapat dianggap maslahah perspektif sa’id ramadamn al buti, maka dapat dipahami bahwa adanya perbedaan batasusia minimal perkawinan bagi laki laki dan perempuan dalam pasal 15 KHI merupakan sebuah kemaslahatan. Mengingat telah terpenuhinya lima syarat, yakni maslahah harus berada diruanglingkup tujuan syariat tidak bertentangan dengan al Qur’an, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan Qias serta tidak bertentangan dengan maslahah yang lebih urgen.
Dengan adanya aturan tersebut, peneliti melihat bahwa maslahah yang terkandung di dalamnya adalah dapat menghindarkan kekaburan terhadap penafsiran batas usia minimal perkawinan, baik yang terdapat dalam hukum isalam atau hukum adat, ya’ni jalan tengah dari batas usia yang terlalu rendah dan batas usia yang terlalu tinggi. Selain itu, aturan tersebut juga sangat mempertimbangkan kondisi pesikologis, biologis,serta interaksi sosial antara laki laki dan perempuan yang mememang berbeda perbedaan batas usia minimal perkawinan ini menunjukkan bahwa ada komitmen begitu tinggi dari pemerintah terhadap nasib dan masa depan kaum perempuan, kaum laki laki beserta keturunannya nanti. Adapun penjelasan secara rinci terkait pebedaan batas usia minimal perkawianan bagi laki laki dan perempuan dalam pasal 15 KHI perspektif lima syarat hasil ijtihad al buti agar dapat dinilai secara umum. 
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Konteks penentuan batasan usia nikah pria dan wanita dalam undang-undang No 1 tahun 1974 adalah mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berkhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, maka ditentukanlah batas usia 16 bagi wanita dan 19 bagi pria.
2. Relevansi ketentuan batasan minimal  usia nikah dengan konteks saat ini ditinjau dalam hukum Islam adalah: Didalam hukum islam memang tidak disebutkan dengan tegas tentang penentuan umur brapa seseorang layak melaksanakan perkawinan, hanya saja ditetapkan agar perkawinan itu dilaksanakan bila calon mempelai telah matang, mampu, baik fisik maupun mental. Maka dalam hal ini sejalan dengan undang undan perkawinan No 1 tahun 1974 yang menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik . yang mana dalam hal ini undang undang menentukan batas umur bagi laki laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun karena umur tersebut bisa dianggap sudah matang.

B. Saran.
Bertolak dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, perlu kiranya penulis memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran antara lain:
1. Pembatasan umur bukanlah menjadi tolak ukur, akan tetapi tolak ukurnya adalah terjalinnya hubungan dengan baik. Maka pembatasan umur bisa berubah seiring berjalannya waktu. Karena bisa kemungkinan bahwa umur 16 tahun 2000 tidak sama dengan tahun 2019.
2. Dalam memahami sebuah hukum yang berbeda hendaknya perlu dilihat dari telaah dari kajian teori yang terdapat pada konsep fiqih  dan kontek saat ini sehingga peraturan bisa berjalan dengan baik dan benar.
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